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Fokuskan pada Pilkada Langsung!

Forum Asosiasi Pemerintahan Daerah menuntut Pansus DPR untuk
fokus pada masalah pilkada langsung dalam merevisi UU No. 22/1999.

unda revisi Undang-Undang (UU)
Otonomi Dacrah hingga selesai
Pemilu 2004 Begitu bunyi salah
atu tuntutan Forum Asosiasi
Pemerintahan Dacrah yang di
sampaikan kepada Panitia Khusus (Pansus)
DIPR, Kamis, 4 Maret 2004, di Gedung DIPR-
MPR, Jakarta. Forum yang terdiri dan Asosiasi
Pemerintah Dacrah dan DPRD tersebut juga
mengingatkan DPR dan Pemerintah untuk
tidak melakukan resentralisasi dan melibat
kan stakeholder dalam melakukan revie UU
Namun demikian, Forum Asosiasi
Pemerintahan Dacrah yang terdiri dan Apeksi
{ Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia),
Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten
Seluruh Indonesia), Adeksi (Asosiasi DPRID
Kota Seluruh Indonesia), dan Adkasi (Asosasi
DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) mendu
kung upaya DPR untuk memfokuskan pemba
hasan revisi UU No. 22/1999 pada Pilkada
Langsung, dan mengeluarkannya menjadi UU
tersendin
Jsu revisi UU No. 22/ 1999 tentang Pemerin
tah Dacrah —yang lebih dikenal dengan Ul
Otonomi Dacrah— kembali menyeruak,
manakala DPR mengajukan Rancangan
Undang-Undang (RUU) Penyempurnaan Ul
No. 22/ 1999 kepada pemerintah (cksekutif)

DIPR menyepakati u ul inisiatif revisi/ perut

r

rancangan undang-undang (RUL)
Sebanyak 242 anggota [DPR dari sembilan fraksi telar

menyetujui draft revisi UU Nomor 22 Tahun 1949 ten

Pemerintahan Daerah susunan Badan Legslasi Naswonal
wbagai RUU usulinisiatif Dewan. Keputusan itu diambil
melalui Rapat Panpurna DI yang dipimpin Wkl Ket
DPR Tosari Widjaja, Senin, 10 September 2007, di |akarta
[ samping itu, Badan Legislasi DIPR juga menyampaika
usul nisiatif revisi UU No 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Sementara itu, Pemenintah melalus Departernen Dalarr
Negerijuga b [/x}anwmp'r‘.m;r‘mr rancangan perubahar
UU N0.22/1999. Substansi perubahan lebih luas, yakr
menyangkut aspek kewenangan, kelembagaan, legslatf
daerah, keuangan, ;»'Ju,rnrnmpuHJJf,]r-';w;'a'.w,,:.' dar
pengawasan. Beberapa konsep baru dicoba untuk diura
Namun maten intbelum wp-nuhrv.a bisa diterima seba
gl wbuah konsep perbaikan implemetasi otonomi daeral
Misalnya, rancangan ini tidak memunculkan model
koordinasi {11'[\;"‘:11flrp,:r!l'm!‘n sktoral, yang selama ini
menjadi hambatan nyata

lidak kalah [M'nllng.u]ulr:h transparansi [J:]‘Jd proses
IN‘H:,ll‘xl]fld[\(hd”[»’H‘,I’H‘lpllﬂl.hm'.l, Sebagal UU vang
menyangkut kepentingan P merintah Daerah, sudal
semestinya proses ini melibatkan banyak stakeh
h-rul,sm,l;n'mn-rmmhan'mlu itusendin ( w‘rwr_{ru taxenolder
utama). Tetapi sangat disayangkan, Depdagrni sepertinya

enggan atau kurang melibatkan stakeholder 0
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